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Pembinaan terhadap partai politik merupakan perwujudan dari 
demokrasi pancasila yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan 
sosial politik yang stabil. Penelitian ini bertujuan  untuk mengkaji peran 
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melakukan pembinaan 
terhadap partai politik. Penelitian ini menggunakan metode penelitian  
deskriptif kualitatif, kemudian teknik pengumpulan yang dipakai adalah 
proses wawancara langsung dilapangan. Dari hasil dalam penelitian 
menunjukan bahwa pembinaan terhadap partai politik yang dilakukan 
oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Merauke 
berbentuk program bantuan keuangan atau Dana Hibah yang setiap 
tahun rutin diberikan kepada masing-masing partai politik, sesuai 
dengan jumlah perolehan suara yang sah. Kemudian, mekanisme 
pemberian bantuan keuangan tersebut di ambil dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merauke, yang 
selanjutnya disalurkan melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah. Setelah itu, diverifikasi oleh Badan Kesatuan Bangsa 
dan Politik Kabupaten Merauke. Program bantuan keuangan ini 
diharapkan dapat dioperasionalkan untuk pendidikan politik serta 
untuk memenuhi kebutuhan partai politik. 
Kata kunci : Peran; Pembinaan; Partai Politik 
 
Pendahuluan 
Sisi pembangunan pada dasarnya merupakan proses transformasi sosial 
(Hubertus oja, 2016). Pada hakikatnya, pembangunan nasional adalah 
membangun masyarakat indonesia secara nyata dipelbagai aspek kehidupan 
masyarakat. Hal ini terdiktum dalam UUD 1945 sebagai wujud pelaksanaan 
pembangunan nasional. Pada aspek sosial politik pembinaan partai politik 
merupakan salah satu unsur dari praktik pembangunan nasional yang bertujuan 
meningkatkan kemampuan dari sistem politik demi tercapainya system 
demokrasi yang sehat. Proses pembangunan sosial politik melalui pembinaan 
partai politik diharapkan menciptakan suasana yang menjadi harapan dan cita-
cita masyarakat untuk lebih maju demi terciptanya demokrasi pancasila, 
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sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 yang 
bunyinya kemerdekaan setiap insan masyarakat tertulis dan tidak tertulis. Dari 
bunyi pasal tersebut dapat diartikan bahwa setiap warga negara indonesia 
memiliki kebebasan untuk mengemukakan pendapat. 
Agar terciptanya stabilitas di bidang sosial politik maka perlu usaha untuk 
memperkuat persatuan dan kesatuan melalui pembinaan partai poltik. Hal ini 
akan sejalan dengan semakin kuatnya demokrasi yang berdasar pada hukum. 
Pemerintah perlu melakukan upaya untuk meningkatkan pembangunan sosial 
politik yang melibatkan masyarakat, agar masyarakat lebih kreatif dan 
berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan. Pemerintah memiliki 
keharusan untuk melaksanakan bimbingan dan arahan terhadap kehidupan 
sosial politik yang diharapkan akan timbul umpan balik positif dari masyarakat 
dan terciptanya kondisi sosial politik yang sehat. Salah satu cara pemerintah 
untuk menciptakan kondisi sosial politik yang sehat dan stabil adalah melalui 
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Tugas dari Badan Kesatuan Bangsa dan 
Politik adalah sebagai pendukung terhadap penyelenggaraan pemerintahan 
daerah terutama di bidang kesatuan bangsa dan politik. Selain itu juga, Badan 
Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan salah satu komponen pendukung bagi 
Gubernur dalam menjalankan tugasnya. 
Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 13 Tahun 2013 Pasal 22 
menyebutkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Merauke 
dalam melaksanakan tugas pokoknya, dipimpin oleh seorang Kepala Badan, 
Kemudian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Merauke 
mempunyai beberapa fungsi dalam menjalankan tugas pokoknya, antara lain 
sebagai perumus kebijakan teknis dalam bidang kesatuan bangsa dan politik 
dalam negeri; sebagai pembina dan pelaksana tugas dalam bidang kesatuan 
bangsa dan politik dalam negeri; sebagai pelaksana ketatausahaan Badan; dan 
sebagai pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan 
tugas dan fungsinya (Peraturan Daerah Provinsi Papua No. 13 Tahun 2013 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong 
Praja Provinsi Papua, n.d.). 
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Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menjalankan tugas dan 
fungsinya perlu mengetahui perannya terlebih dahulu. Peran tersebut meliputi 
fasilitator atau pemberi fasilitas bagi kelembagaan partai-partai politik. Berbagai 
partai politik yang ada dan terdaftar dalam data, haruslah dibina dengan baik 
agar partai-partai politik tersebut dapat berjalan sesuai dengan koridor yang 
ada, dan tidak menyalahi aturan yang berlaku. Menurut Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, peran diartikan sebagai perangkat tingkat yang diharapkan dimiliki 
oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Peran juga digunakan untuk 
memperlihatkan bentuk kebudayaan yang ada kaitannya dengan status 
tertentu, sikap, nilai-nilai perilaku yang ditetapkan oleh masyarakat pada tiap-
tiap orang yang berada dalam jabatan tertentu, berwujud harapan yang sah dari 
pemilik jabatan tersebut dalam kaitannya dengan perilaku orang lain terhadap 
mereka (Florence, 2016).  
Peranan memiliki arti perilaku yang diharapkan dari seseorang yang 
mempunyai suatu status, sehingga peranan mempunyai kaitan yang erat 
dengan status, karena di dalamnya terdapat aspek-aspek yang dinamis dari 
status, yaitu seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajiban.  Jadi, peranan 
berhubungan dengan tindakan yang diinginkan oleh masyarakat agar dilakukan 
oleh seseorang sesuai dengan status yang melekat pada dirinya, sehingga 
peranan tersebut dapat dirasakan dampaknya di dalam lingkungan. 
Pembinaan Pemerintah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 
2005 pasal 99 terkait Pembinaan Pemerintah, yang diperjelas dalam pasal 98 
ayat (1), antara lain, Memberikan pedoman dan standar mengenai pelaksanaan 
urusan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan, Memberikan 
pedoman terkait dengan pembiayaan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan 
kabupaten/kota kepada desa, pendidikan dan pelatihan; Memberikan pedoman 
tentang penyusunan perencanaan pembangunan yang partisipatif; Memberikan 
pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi kepala 
desa serta perangkat desa; Memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi 
pelaksanaan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan; Memberikan 
penghargaan atas prestasi yang telah dilakukan dalam rangka penyelengaraan 
pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan; Menetapkan pemberian 
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bantuan keuangan langsung kepada desa; Melakukan pendidikan dan pelatihan 
tertentu terhadap aparatur pemerintah daerah yang berkewajiban membina 
pemerintahan desa; Melakukan penelitian terkait dengan penyelenggaraan 
pemerintahan desa pada desa-desa tertentu; Melakukan upaya-upaya dalam 
rangka percepatan pembangunan kawasan pedesaan serta pembinaan lain 
yang dibutuhkan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 72 Tahun 2005 
tentang Desa, n.d.). 
Mifta Thoha berpendapat bahwa pembinaan merupakan suatu tindakan, 
proses, hasil, atau pernyataan yang lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan 
adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan, evolusi atas berbagai 
kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari 
definisi pembinaan yaitu: (a) pembinaan itu bisa berupa suatu tindakan, proses, 
atau pernyataan tujuan, dan; (b) Pembinaan bisa menunjukan kepada 
perbaikan atas sesuatu (Thoha, 2004). Dari pendapat diatas dapat disimpulkan 
bahwa pembinaaan merupakan suatu aktivitas untuk memperbaiki sistem 
kehidupan secara sistematis. Tiap-tiap manusia memiliki tujuan dan keinginan 
tertentu yang harus diwujudkan. Jika tujuan dan keinginan tersebut tidak 
tercapai, maka manusia tersebut akan berusaha untuk mengorganisir kembali 
sistem kehidupannya. 
Peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam membina partai politik 
adalah bagaimana partai politik tersebut dapat diarahkan sehingga nilai-nilai 
atau ideologi yang ada dapat diorganisir dampaknya. Sistem kepartaian atau 
pun pola-pola yang ada perlu diintegrasikan agar tidak bertentangan dengan 
nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Pembinaan ini seperti yang dijelaskan 
Miriam Budiardjo bertujuan agar partai politik tersebut bukan hanya mengejar 
kekuasaan semata, tetapi diarahkan agar bisa menjadi sarana komunikasi, 
sosialisasi, rekrutmen politik dan pengatur konflik yang tentunya bermanfaat 
bagi masyarakat (Muhadam Labolo, 2015). 
Dalam jurnal Pasaribu (2017) yang di kutip dari Miriam Budiardjo, partai 
politik merupakan sekumpulan manusia yang memiliki keteraturan dan stabilitas 
dalam mempertahankan dan mendapatkan kekuasaan pemerintahan untuk 
para pemimpin di dalam kepartaiannya serta bentuk dari kekuasaan tersebut 
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memberi manfaat ideologi maupun materil bagi anggotanya. Partai politik 
merupakan sekumpulan manusia yang dalam persatuan politiknya dan 
pemanfaatan kekuasaan dalam hal produk kebijakan yang mereka buat selalu 
terorganisir (Pasaribu, 2017).  
Munculnya berbagai partai politik memiliki dampak yang sangat 
berpengaruh dalam sistem pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. 
Perbedaan ideologi yang dibawa oleh banyaknya partai politik tersebut 
seringkali membawa dampak yang negatif bagi masyarakat maupun para 
birokrat apabila tidak dapat di bina dengan baik.  Kehidupan politik 
kemasyarakatan yang sesuai dengan prinsip demokrasi dan partisipatif di 
Negara Kesatuan Republik Indonesia pun semakin meningkat, Peningkatan 
tersebut diiringi dengan meningkatnya tantangan di masa depan (M.thoha, 
2003). 
Untuk itu perlu mengambil langkah-langkah dalam rangka menciptakan 
kondisi politik yang kondusif di daerah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan 
Politik. Diharapkan berperannya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik akan 
mengharmoniskan hubungan antara pemerintah dengan lembaga politik, dalam 
hal ini partai politik. Masyarakat daerah yang cenderung rentan dan mudah 
terpengaruh oleh berita-berita yang belum jelas sumbernya, termasuk 
kemungkinan masuknya ideologi partai yang dikhawatirkan akan berpengaruh 
buruk bagi masyarakat. Disinilah peran dari Badan Kesatuan Bangsa dan 
Politik untuk membina partai politik perlu digiatkan lagi agar potensi-potensi 
ancaman yang muncul dapat diminimalisir. 
Namun, yang menjadi kendala dalam pembinaan partai politik adalah 
belum adanya pemerataan pembinaan yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa 
dan Politik Kabupaten. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sekarang ini lebih 
dominan membina Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP). Belum adanya 
skala prioritas tentang pembinaan menjadi salah satu penyebab belum ratanya 
pembinaan terhadap partai politik. Jika hal ini terus berlanjut, dapat terjadi 
kemungkinan partai politik untuk melakukan penyimpangan, baik dari segi 
ideologi kepartaian maupun sistemnya. Adapun permasalahan lain terkait 
kurangnya pembinaan patai politik, yaitu kebijakan atau program-program yang 
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dikeluarkan pemerintah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik belum 
tertulis dan sifatnya masih insidentil (pada waktu tertentu saja) berdasarkan 
keadaan yang muncul. Dilihat dari berbagai kondisi yang muncul, pentingnya 
menciptakan suatu sistem politik yang stabil dan sesuai dengan falsafah 
Pancasila maka penulis ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana peran dari 
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam membina Partai Politik di Kabupaten 
Merauke. 
Metode Penelitian 
Penelitian ini di lakukan di Kabupaten Merauke bertempat pada Kantor 
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Merauke. Guna mendapat 
penjelasan serta gambaran detail terkait peran Badan Kesatuan Bangsa dan 
Politik dalam melakukan pembinaan kepada partai politik yang ada di 
Kabupaten Merauke. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, yaitu 
dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan cara memberi 
informasi aktual terkait dengan kondisi hal yang akan diteliti oleh individu. 
Selanjutnya, penelitian kualitatif memerlukan data yang sifatnya primer dan 
sekunder. Teknik pengumpulan dan pengolahan data dalam penelitian ini 
prosesnya dengan melakukan wawancara yang berfokus pada data penelitian 
yang dibutuhkan. Selain itu, pengumpulan data juga melalui studi pustaka 
dengan cara dibaca, dicatat, dikutip, kemudian dipahami sesui dengan referensi 
yang berkaitan dengan isi penelitian . Dapat berupa kumpulan buku, regulasi 
perundangan, jurnal-jurnal, serta literatur lain yang berhubungan dengan 
rumusan permasalahan yang dibahas. Adapun proses dalam menganalisa data 
penelitian melalui beberapa tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan 
pengambilan kesimpulan (Lexy, 2008). 
Hasil Dan Pembahasan  
Program Bantuan Dana Hibah kepada Partai Politik 
 Kebijakan publik sebagaimana disebutkan oleh Subarsono merupakan 
suatu kebijakan yang dirumuskan oleh aparat pemerintahan maupun badan 
(Maturbongs, 2012). Jika dilihat dari pandangan atau perspektif instrumental, 
kebijakan publik merupakan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan yang 
ada kaitannya dengan usaha pemerintah dalah menciptakan nilai-nilai publik 
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(Betaubun, 2015). Purwanto dan Sulistyastuti berpendapat mengenai 
implementasi merupakan suatu aktivitas yang intinya sebagai pendistribusian 
keluaran dari suatu kebijakan, yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan. 
Selanjutnya, implementasi kebijakan sebagai proses riil yang mengarah pada 
tujuan formal tertentu yang tertuang dalam aturan, meliputi bagaimana cara 
mengatur sebuah input (masukan) untuk mendapatkan output (keluaran) dari 
masyarakat. Kemudian, Van Mater dan Van Horn (1994) menjelaskan 
implementasi kebijakan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan, baik itu oleh 
pemerintah maupun dilakukan oleh swasta, secara berkelompok maupun 
individu, berorientasi kepada tujuan yang telah dirumuskan dalam suatu 
kebijakan (A. Phuk Tjilen, 2016).  
Implementasi kebijakan berkaitan tentang proses, sistem dan prosedur 
serta kapabilitas yang dimiliki oleh birokrat untuk menafsirkan serta 
menerapkan kebijakan tersebut, yang kemudian diwujudkan dalam kenyataan. 
Kebijakan yang dirumuskan dan ditetapkan oleh pemerintah bertujuan untuk 
memenuhi kepentingan publik (umum), adapun salah satu bentuk dari 
pemenuhan kepentingan publik ialah pembinaan, dalam hal ini pembinaan 
kepada partai politik. Salah satu bentuk pembinaan kepada partai politik yang 
diberikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sesuai dengan pernyataan 
dari kepala bidang pembinaan kelembagaan politik adalah dengan pemberian 
program bantuan keuangan atau dan hibah, yang setiap tahun pasti diberikan 
kepada partai politik sesuai dengan regulasi yang ada. Program bantuan 
keuangan ini wajib diberikan oleh pemerintah kepada partai politik, baik itu 
partai politik yang memperoleh kursi di tingkat pusat (diberikan oleh pemerintah 
pusat), tingkat provinsi (diberikan oleh Gubernur), maupun tingkat 
kabupaten/kota (diberikan oleh Bupati/Wali Kota) (Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Tata Cara 
Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan 
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantu, n.d.). 
Program bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik diatur di 
dalam Permendagri No. 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, 
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Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib 
Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban 
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. Kemudian penjelasan terkait 
implementasinya ada dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Merauke No. 
14 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 
2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah dengan ketetapan 
terkait besarnya bantuan keuangan melalui APBD kepada partai politik 
(Peraturan Daerah Kabupaten Merauke No. 14 Tahun 2014 tentang Perubahan 
atas Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah, n.d.). 
Bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik diberikan secara 
proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara sah 
hasil pemilu DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Besaran nominal 
untuk di kabupaten adalah Rp. 1.500,00,- per suara sah, namun untuk 
Kabupaten Merauke sebesar Rp. 10.740,45,- per suara sah, yang sudah 
berjalan tiga (3) tahun. Mekanisme anggaran pemberian bantuan keuangan 
tersebut diambil dari APBD kabupaten Merauke yang kemudian disalurkan 
melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Setelah itu diverifikasi 
oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.  
Besaran nilai bantuan keuangan ini dapat dinaikan sesuai dengan 
kemampuan keuangan daerah, tidak mengganggu program-program prioritas 
dan berdasarkan persetujuan dari gubernur. Dengan adanya bantuan keuangan 
ini mengharuskan kepada tiap-tiap partai politik untuk menyelenggarakan 
pendidikan politik bagi kader-kader politiknya sebesar 60% dari jumlah besaran 
nilai bantuan keuangan yang diterima, kemudian 40% sisanya untuk 
operasional partai politik tersebut. 
Kendala-Kendala yang dihadapi dan Upaya Penanggulangannya 
 Kendala-kendala yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 
terkait dengan pembinaan partai politik terjadi pada proses pencairan dana 
bantuan keuangan kepada partai politik yang mengalami keterlambatan, 
disebabkan karena harus menunggu penetapan perolehan kursi dan suara sah 
serta jadwal pelantikan anggota DPR Pemilu. Kemudian kendala lain yang 
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berkaitan dengan proses pencairan dana bantuan, seperti yang diutarakan oleh 
kabid pembinaan kelembagaan politik adalah penerbitan laporan LHP dari 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengalami keterlambatan, pejabat 
verifikasi yang sedang bertugas keluar daerah sehingga membutuhkan waktu 
yang relatif lama untuk meneken surat-surat, dan masih adanya kekurangan 
terkait persyaratan dari partai politik. Lalu ada kendala teknis lain dari pihak 
bank terkait yang membuat pencairan dana bantuan tersebut hingga sampai 
waktu yang ditetapkan belum diterima oleh partai politik. Dari pengalaman 
berkaitan dengan kendala-kendala yang dihadapi, maka untuk mengatasi 
kendala tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik membuat kesepakatan 
dengan partai-partai politik untuk kedepannya lebih mempercepat pelaporan 
pertanggungjawaban agar dalam proses pencairan dana bantuan tersebut tidak 
lagi mengalami keterlambatan. Peran aktif dari partai politik untuk lebih 
mengintensifkan lagi koordinasi dengan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 
agar kesalahan-kesalahan terkait persyaratan pelaporan dapat diminimalisir. 
Faktor –Faktor yang mempengaruhi dalam upaya pembinaan partai 
politik 
a. Komunikasi 
Komunikasi berarti pelaksana kebijakan dituntut untuk dapat mengetahui 
hal-hal yang perlu dilakukan agar implementasi kebijakan tersebut dapat 
berhasil, dan penyimpangan terhadap implementasi kebijakan tersebut dapat 
diminimalisir. Suatu bentuk interaksi individu, baik secara langsung maupun 
melalui beberapa simbol yang diharapkan orang lain dapat mengerti tujuan apa 
yang dimaksud. Lebih lanjut Frank E. X. Dance (1976)  menjelaskan, 
komunikasi perlu dibuat secara terstruktur, yang digunakan untuk mengubah 
suatu perilaku, sikap dan pengetahuan sasaran yang dimaksud. Maka 
komunikasi yang dibangun haruslah efektif, isi pesan yang disampaikan oleh 
komunikator harus sama dengan yang diterima oleh komunikan (A. Phuk Tjilen, 
2016). 
Komunikasi yang dimaksud disini, bagaimana pimpinan dan pelaksana 
(bawahan) pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan 
pembinaan terhadap partai politik dapat membangun suatu pola hubungan atau 
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koordinasi yang baik dan harmonis. Selain itu, komunikasi yang baik juga harus 
terjalin antara Badan Kesatuan Bangsa dan Poitik dengan Partai-Partai politik 
yang ada. Hal tersebut akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan 
program, karena objek yang dibina adalah Partai Politik. 
Komunikasi yang dibangun oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 
melalui bidang pembinaan kelembagaan politik sudah berjalan dengan baik. 
Koordinasi yang baik antara pimpinan dan pelaksana (bawahan) dapat dilihat 
dari daya tanggap (respon) yang cukup cepat dalam mengurus berbagai 
persyaratan meliputi pelaporan, verifikasi, serta syarat lain terkait dengan 
pemberian bantuan dana kepada partai politik. Komunikasi antara Badan 
Kesatuan Bangsa dan Politik dengan partai politik juga cukup intensif dapat 
dilihat dari minimnya kesalahan terkait persyaratan dana bantuan kepada partai 
politik. Berdasarkan pendapat ahli serta hasil yang di dapat pada studi 
lapangan, ditemukan bahwa pola komunikasi yang terjalin sudah cukup baik, 
dilihat dari proses koordinasi yang intensif dan respon yang cukup cepat. 
b. Sumber Daya 
Beberapa sumber yang mendukung suatu kebijakan menjadi efektif antara 
lain, adanya staff atau jumlah personil yang mempunyai pengetahuan dan 
kemampuan, authority atau kewenangan, information atau informasi, dan 
facilities atau fasilitas. Kemudian Horn dan Mater (1978) menjelaskan bahwa 
untuk menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan, perlu 
memerhatikan sumber-sumber yang layak, meliputi dana atau pun sumber lain 
yang mendorong terciptanya implementasi yang efektif. Suatu kebijakan dalam 
pelaksanaannya membutuhkan sumber daya yang diperuntukkan sebagai 
pelaksana kebijakan itu sendiri (A. Phuk Tjilen, 2016). 
Sumber daya sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu program, 
tanpa adanya sumber daya atau sumber daya yang terbatas akan menyulitkan 
organisasi dalam rangka pencapaian tujuan. Begitu pula pada Badan Kesatuan 
Bangsa dan Politik, dalam upaya pembinaan partai politik memerlukan sumber-
sumber, meliputi staff atau personel dan fasilitas. Personel atau pegawai yang 
dimiliki harus kompeten dan memiliki pengetahuan yang tinggi terkait dengan 
pembinaan. Kemudian fasilitas berhubungan dengan sarana dan prasarana 
Tersedia online di https://ejournal.unmus.ac.id/index.php/fisip 
 Volume. 1  No. 1  Tahun 2018           47-62 
57 
Copyright @ 2018, MJPA, p- ISSN: 2622-6499, e-ISSN: 2622-917X 
 
yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, seperti teknologi dan 
transportasi yang diharapkan sudah modern dan memadai. 
Personel atau staf yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 
khususnya di bidang pembinaan kelembagaan politik cukup berkompeten dan 
berpengalaman dalam hal pembinaan partai politik dapat dilihat dari keputusan-
keputusan yang diambil oleh pimpinan untuk mempercepat proses pencairan 
dana bantuan kepada partai politik. Keputusan atau langkah yang diambil yaitu, 
mampu menyatukan pendapat dari berbagai partai politik yang ada untuk 
segera mempercepat pelaporan pertanggungjawaban kegiatan partai politik. 
Untuk sarana dan prasarana, sudah ada perangkat laptop dan kendaraan 
walaupun masih milik pribadi guna mendukung proses pembinaan partai politik. 
Dapat diketahui bahwa sumber daya yang ada meliputi personel, kewenangan, 
dan fasilitas sudah terpenuhi dengan cukup baik, sehingga dapat mendukung 
tingkat keberhasilan dari program bantuan keuangan tersebut. 
c. Sikap Pelaksana 
Orientasi dari sebuah perilaku di dasarkan pada sebuah tujuan. Dalam 
kata lain, sebuah keinginan dapat memotivasi seseorang untuk mencapai 
tujuan tertentu. Aspek yang berpengaruh terhadap sikap pelaksana kebijakan 
seperti dikatakan Van Meter dan Van Horn (1978) ada tiga elemen, antara lain 
adanya pemahaman pelaksana terhadap program atau kebijakan, adanya arah 
respon yang ditunjukan oleh pelaksana terhadap pelaksanaan program, dan 
adanya jumlah respon terkait dengan penolakan atau pun penerimaan terhadap 
suatu program (A. Phuk Tjilen, 2016). 
Sikap pelaksana disini berhubungan dengan perilaku pemimpin dan 
pegawai (bawahan) yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. 
Seberapa besar para pelaksana ini memahami tugas dan tanggung jawabnya, 
dalam hal ini tugas untuk membina partai politik. Para pelaksana harus memiliki 
komitmen yang tinggi agar tingkat keberhasilan pembinaan tersebut semakin 
besar. Sikap yang ditunjukan baik itu dari pimpinan maupun dari pegawai 
(bawahan) sudah mencerminkan komitmen yang cukup tinggi dilihat dari waktu 
pengurusan administrasi terkait dengan persyaratan bantuan keuangan yang 
cukup singkat menunjukan jika pegawai dan pimpinan tersebut sudah 
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memahami dengan baik tupoksinya, kemudian rasa tanggung jawab yang tinggi 
dari pimpinan bidang pembinaan kelembagaan politik dalam 
mempertanggungjawabkan wewenangnya. Adanya sikap dan pemahaman 
yang baik, komitmen serta rasa bertanggung jawab dari tiap-tiap pegawai 
maupun pimpinan membuat proses pengurusan persyaratan akan jauh lebih 
cepat dan terjamin keamanannya. 
d. Struktur Birokrasi 
secara jelas, Amir Santoso dalam Sulaeman (1998) menjelaskan, sebuah 
birokrasi pemerintah tidak hanya menjadi salah satu unsur yang berpengaruh 
dalam suatu proses pelaksanaan kebijakan. Kemudian Van Horn dan Van 
Meter (1978) memberikan pandangan bahwa untuk melihat suatu karakteristik 
dari badan pelaksana, pasti yang dilihat adalah struktur birokrasinya. 
Selanjutnya dijelaskan bahwa struktur birokrasi meliputi suatu karakteristik dan 
norma, serta pola hubungan yang secara terus menerus terulang di dalam 
sebuah badan eksekutif yang menjalankan program (A. Phuk Tjilen, 2016). 
Salah satu faktor penting yang perlu dikaji dalam organisasi adalah struktur 
birokrasi. Struktur birokrasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik haruslah 
dirumuskan secara sistematis dan dinamis. Karena di dalam struktur birokrasi 
mencakup karakteristik, norma, pola hubungan yang berpengaruh terhadap 
upaya pembinaan terhadap partai politik. 
Dilihat dari pola hubungan, norma dan karakteristik pegawai dan pimpinan 
di bidang pembinaan kelembagaan politik, sudah menunjukan koordinasi yang 
baik antara pimpinan dan bawahan, kemudian memiliki karakteristik pekerjaan 
yang cukup tanggap dan sistematis sesuai aturan. Hal tersebut dapat dilihat 
ketika pimpinan bidang pembinaan kelembagaan politik sangat rinci 
menjelaskan persyaratan yang ada terkait dengan program bantuan keuangan 
kepada partai politik. Jadi, dalam proses implementasi dari program bantuan 
keuangan tersebut sudah terlihat pola hubungan serta karakteristik badan 
pelaksana yang sudah berjalan sesuai dengan aturan main yang ada dengan 
memperhatikan penjelasan rinci terkait syarat-syarat program bantuan 
keuangan tersebut. 
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e. Lingkungan Kebijakan 
 Wahab (2001) menjelaskan bahwa efektivitasnya suatu implementasi 
kebijakan sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Selanjutnya dijelaskan, 
perbedaan kondisi lingkungan akan mempengaruhi persepsi, yang berkaitan 
dengan seberapa pentingkah masalah tersebut yang kemudian akan 
diantisipasi oleh regulasi. Selanjutnya Van Meter dan Van Horn (1978) 
menjelaskan bahwa untuk membahas kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan 
politik perlu diperhatikan, yaitu tersedianya sumber-sumber ekonomi yang 
berguna dalam organisasi, tinjauan terkait kondisi ekonomi dan sosial, opini 
publik yang mencolok, adanya elit yang menentang atau pun mendukung 
kebijakan, karakteristik pendukung organisasi yang melaksanakan kebijakan 
(mendukung atau menentang), dan kemungkinan adanya kelompok 
kepentingan yang dimobilisasi untuk menerima maupun menolak kebijakan (A. 
Phuk Tjilen, 2016) 
Efektifnya suatu pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh lingkungan, 
karena setiap lingkungan itu berbeda-beda. Maka dalam pelaksanaan 
pembinaan partai politik yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 
perlu dirumuskan terlebih dahulu secara matang sesuai dengan keadaan atau 
kondisi yang ada pada setiap partai politik. 
Jika dilihat dari program yang ada, yaitu program dana bantuan kepada 
partai politik menunjukan bahwa program tersebut sudah sejalan dengan 
kebutuhan yang ada pada tiap-tiap partai politik. Kebutuhan partai tersebut 
dapat tercukupi melalui progran dana bantuan, terutama untuk operasional 
partai dan mengadakan pendidikan politik atau pun sosialisasi bagi kader-kader 
yang berguna bagi partai politik untuk masa yang akan datang. Dari penjelasan 
diatas sesuai dengan teori yang dikemukakan, dukungan yang diberikan partai 
politik dalam proses implementasi program bantuan keuangan sudah ada dan 
berjalan selaras dengan kondisi ekonomi atau kebutuhan ekonomi dalam tiap-
tiap partai yang ada. 
Kesimpulan 
Upaya yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam 
rangka pembinaan partai politik terwujud dalam bentuk Program Bantuan 
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Keuangan kepada Partai Politik Diharapkan dengan adanya program bantuan 
keuangan tersebut, partai politik dapat menyelenggarakan pendidikan politik 
kepada kader-kadernya serta digunakan untuk operasional partai. Kemudian, 
kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program bantuan keuangan 
partai politik terjadi pada proses pencairan dana bantuan keuangan kepada 
partai politik yang mengalami keterlambatan, disebabkan karena harus 
menunggu penetapan perolehan kursi dan suara sah serta jadwal pelantikan 
anggota DPR Pemilu. Adapun kendala lain seperti, penerbitan laporan LHP dari 
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengalami keterlambatan, pejabat 
verifikasi yang sedang bertugas keluar daerah sehingga membutuhkan waktu 
yang relatif lama untuk meneken surat-surat, dan masih adanya kekurangan 
terkait persyaratan dari partai politik serta  kendala teknis dari pihak bank 
terkait. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi implementasi dari program 
dana bantuan keuangan atau dan hibah kepada partai politik, meliputi pola 
komunikasi yang sudah berjalan dengan cukup baik ditandai dengan koordinasi 
yang intensif serta respon yang cukup cepat; jumlah personel, kewenangan, 
dan fasilitas sudah terpenuhi dengan cukup baik, sehingga dapat mendukung 
tingkat keberhasilan dari program bantuan keuangan tersebut; sikap dan 
pemahaman yang baik, komitmen serta rasa bertanggung jawab dari tiap-tiap 
pegawai maupun pimpinan membuat proses pengurusan persyaratan akan jauh 
lebih cepat dan terjamin keamanannya; pola hubungan serta karakteristik 
badan pelaksana yang sudah berjalan sesuai dengan aturan main yang ada 
dengan memperhatikan penjelasan rinci terkait syarat-syarat program bantuan 
keuangan tersebut; serta dukungan yang diberikan partai politik dalam proses 
implementasi program bantuan keuangan sudah ada dan berjalan selaras 
dengan kondisi ekonomi atau kebutuhan ekonomi dalam tiap-tiap partai yang 
ada. 
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